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PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : Kpts.10/DPRD/IX/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN FRAKSI DAN PIMPINAN FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

MASA JABATAN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KAMPAR

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat (1)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dijelaskan untuk mengoptimalkan
pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD
kabupaten/kota, serta hak dan kewajiban anggota DPRD
kabupaten/kota, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun
anggota DPRD kabupaten/kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
diatas, perlu menetapkan keputusan DPRD Kabupaten
Kampar tentang Pembentukan Fraksi dan Pimpinan Fraksi
DPRD Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5189);



Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6394)};

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Repuplik Indoesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)]
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor
6573);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6106};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Idonesia Nomor 6057;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197};



Memperhatikan

10.

11.

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah { Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.3371/VIII/2024
tanggal 23 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kampar Masa Jabatan 2019-2024 dan Peresmian
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029;

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 2j;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar (Berita
Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 51);

bahwa Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan
Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Kampar Nomor:RI-
H/1X-050/B/DPC-GERINDRA/2024 tanggal 23 September
2024 Perihal Pembentukan Fraksi Partai Gerindra Kab.
Kampar;

bahwa Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan
Karya {GOLKAR) Kabupaten Kampar Nomor: B/45/PG-
KPR/IX /2024 tanggal 02 September 2024 Hal Pembentukan
Fraksi;

bahwa Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat
Nasional {(PAN) Kabupaten Kampar Nomor: PAN/03.02/B/K-
S/023/1X/2024 tanggal 02 September 2024 Perihal
Penyampaian hasil Pembentukan Fraksi PAN DPRD
Kabupaten Kampar;

bahwa Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat
Kabupaten Kampar Nomor: 015/DPC.PD-KAMPAR/IX /2024
tanggal 24 September 2024 hal Pengajuan Fraksi Demokrat
DPRD Kabupaten Kampar;

bahwa Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM
Nomor: 062/DPD-NasdemKampar/1X/2024 tanggal 02
September 2024 Perihal Pembentukan Fraksi Partai Nasdem,;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

6. bahwa Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) Kabupaten Kampar Nomor: 009/DPC-
14/02/VIIl/2024 tanggal 29 Agustus 2024 Perihal
Komposisi Fraksi Kebangkitan Bangsa;

7. bahwa Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan Kabupaten Kampar Nomor:
210/IN/DPC/1X/2024 tanggal 16 September 2024 hal
Pembentukan Fraksi;

8. bahwa Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan Nomor: 241/EX/DPC.17.12-A/
IX/2024 tanggal 02 September 2024 Perihal Pembentukan
Fraksi;

9. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kampar tanggal 26 September 2024 dengan
agenda Pengumuman Pembentukan Fraksi dan Pimpinan
Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar
Masa Jabatan 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Pembentukan Fraksi dan Pimpinan Fraksi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan
2024-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan
ini.

Petikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini
disampaikan kepada Fraksi-fraksi untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 26 September 2024

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN

ZULPAN AZMI



Lampiran

Keputusan DPRD Kabupaten Kampar

tentang
Pimpinan Fraksi
Kampar Masa Jabatan

Pembentukan Fraksi
DPRD Kabupaten
2024-2029.

dan

Nomor Kpts.10/DPRD/1X /2024
Tanggal 26 September 2024
No Nama, Nomor Tan Nama . Jabatan
Sarat partat o Fraksi Nama Anggota Fraksi | 4.1am Fraksi
1. 2 3 4 5
1. | Surat Dewan Pimpinan | GERINDRA | 1. Ristanto : Ketua
Cabang Partai Gerakan 2. Rahayu Srimulyani, ; Wakil Ketua
Indonesia Raya (GERINDRA} A.Md.Keb
Kabupatien Kampar Nomor: 3. M.Paniji Gusti Pangestu, | Sckretaris
R1/IX-050/B/DPC- 5.p Anggota
GERINDRA /2024 tanggal 23 4. Ahmad Taridi, S.H.] Anggota
September 2024. 5. Zumrotun,S.Sos.,M.M Anggota
6. Jamris, S.H.,M.H Anggota
7. Solihin Anggota
8. Afrizal Anggota
2. Surat Dewan Pimpinan | GOLEAR 1. lib Nursaleh, 8.Kom., | Ketua
Daerah Partai Golongan Karya M.H
{GOLKAR] Kabupaten Kampar 2. Safili Wakil Ketua
Nomor: 3. Min Amir Habib Efendi
B-45/PG-KPR/IX /2024 Pakpahan, S.H Sekretaris
tanggal 02 September 2024 4. Agus Candra, S.Ip Anggota
5. Agus Risna Saputra Anggota
6. Jordan Saragih,S.E.,M.M | Anggota
7. Indra Kurniawan, S.E Anggota
3. | Surat Dewan Pimpinan | PAN 1. H. Muhammad Warit Ketua
Daerah Partai Amanat 2. Irwan Saputra Wakil Ketua
Nasional (PAN] Kabupaten 3. Muhammad Rizal Rambe | Sekretaris
Kampar Nomor: 4. Zulpan Azmi, S.T.,M.T Anggota
PAN/03.02/B/K- 5. Gusti Afrina
5/023/1X/2024 tanggal 02 Anggota
September 2024°
4, | Surat Dewan Pimpinan | DEMOKRAT | 1. Mutia Restiana Ketua
Cabang  Partai  Demokrat 2. Jonni Fiter Suplus
Kabupaten Kampar Nomor: 3. Rizki Ananda Wakil Ketua
015/DPC.PD-KPR/IX /2024 4. Sunardi DS, A Mk Sekretaris
tanggal 24 September 2024 5. Tony Hidayat, S.E Anggota
Anggota
5. Surat Dewan Pimpinan | NASDEM 1. Eko Sutrisno, S.Sos Ketua
Daerah Partai Nasional 2. Ilyas Sayang Wakil Ketua
Demokrat (NASDEM) Nomor: 3. Gustami Siregar Sekretaris
062/DPD-Nasdem 4. Anasril Anggota
Kampar/IX/2024 tanggal 02 5. Pirdaus Anggota

September 2024




[ Surat Dewan  Pengurus | PKB 1. Raja Ferza Fakhlevi Ketua
Cabang Partai Kebangkitan 2. Jihad Agsha, S.E Wakil Ketua
Bangsa Nomor: 009/DPC- 3. Ramli, S.Kom Sekretaris
14/02/VIII/2024 tanggal 29 4. Sukardi, S.P Anggota
Agustus 2024
Surat Dewan Pimpinan | PPP-PKS | 1. H. Syafruddin Domo Ketua
Cabang Partai Persatuan 2. Hendri Wakil Ketua
Pembangunan (PPP) Nomor: 3. Habiburrahman, M.Pd Sekretaris
210/IN/DPC/IX /2024 tanggal 4. Said Abdullah Anggota
16 September 2024 5. Jasnita Tarmizi Anggota

6. H. Fahmil, S.E. Anggota

7. Rinaldo Saputra, S.E.,M.M Anggota
Surat Dewan Pimpinan | PDIP 1. Hanafiah Ketua
Cabang Partai Demokrasi 2. H.Ropii Siregar, SE.,5.So0s Wakil Ketua
Indonesia Perjuangan (PDIP) 3. Azhari Nardi, S.H.I.,, M.H Sekretaris
Nomor: 241/EX/DPC.17.12- 4. Yohanes Lindung Mangatas | Anggota
A/IX/2024 tanggal 02 Simbolon, S.T
September 2024

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 26 September 2024

ZULPAN AZMI




